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A B S T R A K 
Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan 
di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan mengenai 
Standar Nasional Pendidikan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005. Peraturan ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan seiring dengan berlakunya kurikulum 2013, 
kebijakan tersebut berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan memuat 8 kriteria minimal yang meliputi: 
standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar guru dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, 
standar penilaian pendidikan. 
 
Kata Kunci: Pendidikan, Kebijakan, Nasional. 
 
A B S T R A C T 
National Education Standards are minimum criteria regarding the education system in all 
jurisdictions of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The policy on National Education 
Standards is contained in Government Regulation No. 19 of 2005. This regulation is an 
elaboration of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. And along with 
the implementation of the 2013 curriculum, the policy changed to Government Regulation Number 
32 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation Number 19 of 2005 concerning 
National Education Standards. The National Education Standards contain 8 minimum criteria 
which include: graduate competency standards, content standards, process standards, teacher and 
education personnel standards, facilities and infrastructure standards, management standards, 
financing standards, education assessment standards. 
 
Keywords: Education, Policy, National. 
 
 
PENDAHULUAN 

Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi kebijakan 

mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil 

lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan, namun di 

sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti nilai seperti dominasi dan 

proses non-developmental (Considine, 1994). Kebijakan pendidikan adalah konsep atau 

gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali 

tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah 

pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu 

kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu 

perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang 
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dominan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan 

kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Hal ini bukanlah berarti bahwa suatu 

kebijakan tidak mengandung unsur- unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor 

rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau baru saja merupakan intuisi belaka. 

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal 

menegaskan Fungsi Pendidikan Nasional adalah upaya untuk mengembangkan  

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Seperti kita ketahui, dan masyarakat luas menyadari, bahwa mutu pendidikan 

nasional sudah tercecer dari bangsa-bangsa lain termasuk negara-negara tetangga kita. 

Berawal dari situlah timbul hasrat yang besar untuk memperbaiki dan dan meningkatkan 

mutu pendidikan nasional. Dengan dalih untuk meningkatkan mutu dan standar 

Pendidikan nasional maka diadakanlah berbagai usaha dan peraturan untuk 

menyeragamkan pendidikan nasional. Dari sinilah kita mulai mengenal norma-norma 

nasional yang dicapai melalui ujian nasional. Berbagai cara dilaksanakan untuk mencapai 

mutu pendidikan yang dicita-citakan seperti dikembangkannya tes-tes standar untuk 

menyeragamkan mutu pendidikan di seluruh negara. Meski dari segi tertentu 

menunjukkan hasil yang menggembirakan seperti percepatan pencapaian target-target 

kuantitatif pendidikan. Namun, banyak pula hasil negatif yang dilahirkan di dari sistem 

pendidikan yang diatur oleh keinginan pencapaian keseragaman nasional. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis data deskriptif dari berbagai teks tertulis. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih bertumpu pada literatur dan 

penelitian kepustakaan. Peneliti membaca, memahami, dan menganalisis sumber-sumber 

tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode riset perpustakaan atau 

pendekatan kepustakaan digunakan, seperti Rahayu yang dijelaskan oleh Ulfah, Supriani, 

dan Arifudin pada tahun 2022.  

Data dikumpulkan melalui pencarian dari berbagai sumber seperti skripsi, tesis, 

disertasi, artikel ilmiah, dan e-book yang dapat diakses melalui media elektronik dan 

internet. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan dengan variabel 

penelitian di Google Scholar. Jurnal yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya 

dengan kata kunci yang ditentukan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

memahami dan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti melalui 

pengungkapan data dalam bentuk narasi dan deskripsi. Hasil dari penelitian ini 

memberikan perspektif dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang 

diteliti berdasarkan analisis dan sintesis dari teks-teks tertulis yang relevan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Teori Kebijakan Standar Nasional Pendidikan 

Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana yang dikutip oleh Nanang Fattah, teori 

adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang saling berhubungan yang 

secara sistematis menggambarkan dan menjelaskan keteraturan perilaku dalam 

organisasi pendidikan. Menurut kamus Oxford, kebijakan berarti rencana kegiatan atau 

pernyataan tujuan-tujuan ideal. Istilah kebijakan (policy) seringkali dicampur-adukkan 

dengan kebijaksanaan (wisdom). Namun, sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki 

makna yang berbeda. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah 

pertimbangan akal, sedangkan kebijaksanaan lebih menekankan kepada faktor-faktor 

emosional dan irrasional. Adapun kebijakan pendidikan berkenaan dengan pengaturan 

kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari 

keberadaan manusia. 

Menurut Yoyon Bahtiar Irianto, kebijakan merupakan segala 

perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang 

dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui 

program-program pemerintah. Kebijakan mengenai Standar Nasional Pendidikan 

tertuang dalam peraturan Pemerintah No. 19 athun 2005 Peraturan ini merupakan 

penjabaran dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan seiring 

dengan pemberlakuan kurikulum 2013, kebijakan tersebut berubah menjadi Peraturan 

Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Bab I 

ayat 1 disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Standar 

Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan 

pendidikan nasional yang bermutu. Sesuai dengan fungsinya, Standar 

Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam hal ini Standar Nasional 

Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk 

mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan 

dibentuk sebuah badan yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan 

yang disingkat BNSP, yaitu sebuah badan mandiri dan independen yang bertugas 

mengembangkan, mengatur pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional 

Pendidikan. 

 

B. Lingkup SNP dan Kriterianya 

Menurut Dr. H. Moh. Kosim, M. Ag, dalam rangka menjamin mutu pendidikan, 

penyelenggaraan pendidikan nasional harus berpedoman pada pada kriteria minimal 

SNP yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Kriteria minimal tersebut telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:13  

1. Standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kebijakan standar kompetensi lulusan ini 

tertuang dalam peraturan menteri Pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  

Penjabaran dari Permendiknas tersebut tertuang dalam lampiran peraturan menteri 

pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, yang menyatakan bahwa 

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), meliputi: 

a. SD/MI/SDLB/Paket A 

b. SMP/MTs./SMPLB/Paket B 

c. SMA/MA//SMALB/Paket C 

d. SMK/MAK 

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (S KL-SP)dikembangkan 

berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni: 

a. Pendidikan dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan 

SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

b. Pendidikan menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C, bertujuan: 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

c. Pendidikan menengah kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK, bertujuan: 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengan kejuruannya. 

2. Standar isi, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi tamatan, kompetensi 

bahan kajian, kompetemsi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus 

dipenuhi oleh peseta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kebijakan 

tentang standar isi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pada Bab III pasal 5 ayat (1) dan (2), dengan rincian 

sebagai berikut:  

Pasal 5 

(1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan 

struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender 

pendidikan/akademik. 

3. Standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 

Dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa 

proses pembelajaran pada satuan Pendidikan diselengggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik yang utuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 
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dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Selanjutnya dipertegas dalam pasal 20 bahwa seorang guru 

merencanakan proses pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pembelajaran, sumber belejara dan penilaian hasil belajar. 

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria Pendidikan pra jabatan 

dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Peraturan 

pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1 menggaris bawahi bahwa pendidik 

harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 

jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan 

nasional. 

Peran guru sebagai agen pembelajaran disebutkan dalam pasal 28 ayat 3 yang 

menyebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah serta pendidikan anak usia dini harus memiliki beberapa kompetensi, 

meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. 

5. Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 

berekspresi, serta sumber belajar yang lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan memiliki sarana yang 

meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam pasal 2 juga 

disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata 

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit 

produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

6. Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

7. Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya 

operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan19 

sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005, 

khususnya pada bab IX pasal 62 terdiri atas: 

a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, 

pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap (ayat 2) 

b. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang 

harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara 

teratur dan berkelanjutan (ayat 3)  

c. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta 

segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis 



Sukari1, Pendidikan Dengan Kebijakan…  Inovasi: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan (2025) 

P-ISSN: 2964-1039, E-ISSN : 2963-0347  | 30 

pakai, dan Biaya operasi Pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, 

konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (ayat 4). 

8. Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 

Standar penilaian pendidikan terdapat dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 

2005, khususnya pada Bab X pasal 63 yang dirinci dalam masing-masing ayatnya 

sebagai berikut: 

(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 

a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; 

b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 

c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. 

(2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: 

a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan 

b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. 

(3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk 

mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Dalam 

rangka menjamin mutu pendidikan, pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasional 

melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah 

kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan 

pendidikan nasional yang bermutu. Kebijakan mengenai Standar Nasional Pendidikan 

tertuang dalam peraturan Pemerintah No. 19 athun 2005 Peraturan ini merupakan 

penjabaran dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Dan seiring dengan pemberlakuan kurikulum 2013, kebijakan tersebut berubah 

menjadi Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Standar Nasional Pendidikan 

memuat 8 kriteria minimal yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, 

standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian Pendidikan. 
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